SALINAN

LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa pembangunan Papan Penanda Keistimewaan
Yogyakarta akan segera dilaksanakan dimana ada
beberapa perubahan yang menyebabkan pergeseran
antar objek belanja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan
Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat
melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah Desa
tentang penjabaran APB Desa sebelum Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
diundangkan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 2 b
Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Lurah Desa
tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat
dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan

harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;



Mengingat

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan
Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

14.

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.07/ 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah  Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

4



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017
Nomor 34);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor
35);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan
Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018 Nomor 131);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan
Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019 Nomor 25);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019
Nomor 85);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
Nomor 2);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program,
Kegiatan, dan Pendanaan Urutan Keistimewaan di
Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Khusus Dana  Keistimewaan kepada
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban
Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2013 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 72);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 Nomor 76);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2020 Nomor 86);



40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang
Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
121);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134
Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 153);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran
Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2021 Nomor 13);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021 Nomor 14);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Dukungan
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 55);



48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 77);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nomor 129);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);

Peraturan Desa Trimulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa
Trimulyo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Trimulyo
Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Desa Trimulyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2020
Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo
Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran

Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
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Menetapkan

58.

59.

60.

ol.

62.

63.

64.

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 13
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo
Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2021
tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik
Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021
Nomor 9);

Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 10 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan
Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan
Trimulyo Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Lurah Trimulyo Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan
Trimulyo Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN LURAH TRIMULYO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN LURAH NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah Trimulyo Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo
Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 21),
diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan

Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 7 Maret 2022
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo Salinan Sesuai dengan aslinya,
_—An CarlFrimulyo

pada tanggal 7 Maret 2022
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

Berita Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 3
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